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Abstract
The study of the constitution increasingly important in modern countries today, even generally reveals itself as a constitutional state, both of constitutional democracy and a constitutional monarchy. The Constitution is no longer simply a term to describe a legal document, but becomes an understanding of the basic principles of the organization of the state (constitutionalism) adopted in almost all countries, including countries that do not have a constitution as a legal document written and that puts supremacy of power on parliament as an expression of popular sovereignty 
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Abstrak

Kajian mengenai konstitusi semakin penting dalam negara-negara modern saat ini, bahkan umumnya menyatakan diri sebagai negara konstitusional, baik demokrasi konstitusional maupun monarki konstitusional. Konstitusi tidak lagi sekedar istilah untuk menyebut suatu dokumen hukum, tetapi menjadi suatu paham tentang prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan negara (konstitusionalisme) yang dianut hampir di semua negara, termasuk negara-negara yang tidak memiliki konstitusi sebagai dokumen hukum tertulis serta yang menempatkan supremasi kekuasaan pada parlemen sebagai wujud kedaulatan rakyat
Kata Kunci:  Konstitusionalisme
PENDAHULUAN
S

ecara garis besar perwujudan kedaulatan rakyat dalam kehidupan bernegara dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu dalam lembaga perwakilan rakyat atau parlemen, dan dalam bentuk konstitusi sebagai wujud perjanjian sosial tertinggi. Negara-negara yang menganut perwujudan kedaulatan rakyat dalam  parlemen mengakibatkan dianutnya prinsip supremasi parlemen. Konstitusi dalam negara tersebut dapat dibuat atau diubah dengan produk hukum parlemen (legislative act). Sedangkan negara yang menganut perwujudan kedaulatan rakyat pada konstitusi, menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi. Konsekuensinya, hukum yang dibuat oleh parlemen tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. 


Memahami konstitusi dan supremasi konstitusi dapat dilakukan dengan melacak akar sejarah peristilahan dan pengertiannya. Selain itu, supremasi konstitusi juga dapat dipahami dari sisi legitimasi pembentukan serta tujuan dan hakekatnya. Pengertian sederhana konstitusi adalah, suatu dokumen yang berisi aturan-aturan untuk menjalankan suatu organisasi.
 Organisasi itu bera​gam dan kompleks struktur​nya, mulai dari orga​nisasi mahasiswa, perkumpulan masyarakat di dae​rah ter​ten​tu, serikat buruh, organisasi-organisasi kemasya​ra​kat​an, organisasi politik, organisasi bisnis, perkumpulan sosial sam​pai ke organisasi tingkat dunia.
 
Negara pada umumnya memiliki naskah yang disebut konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Bahkan negara yang tidak memiliki satu naskah konstitusi seperti Inggris, tetap memiliki aturan-aturan yang tum​buh menjadi konstitusi.
 Pengalaman praktek ketatanegaraan oleh para ahli tetap menyebut sebagai konstitusi dalam konteks hukum tata negara Inggris, sebagaimana dikemukakan oleh xe "Konstitusi:menurut Phillips Hood and Jackson"

xe "Phillips Hood"Phillips Hood and xe "Jackson"Jackson sebagai berikut:

 “a body of laws, customs and conventions that define the composition and powers of the organs of the State and that regulate the relations of the various State organs to one another and to the private citizen.”
 
Dalam konsep konstitusi itu ter​cakup juga pengertian peraturan tertulis dan tidak tertulis. Peraturan tidak tertulis berupa kebiasaan dan konvensi-konvensi ke​negaraan (ketatanegaraan) yang me​nen​tukan susunan dan kedu​dukan organ-organ negara meng​atur hubungan antar organ-organ negara itu dan mengatur hubungan organ-organ negara tersebut dengan warga negara.
Berlakunya konstitusi sebagai hukum dasar meng​ikat didasarkan atas kekuasaan tertinggi (kedaulatan) dalam suatu negara. Jika negara itu menganut paham kedau​latan rakyat, maka sumber legitimasi konstitusi itu adalah rakyat. Jika yang berlaku adalah paham kedaulatan raja, maka raja yang menentukan berlaku tidaknya suatu konstitusi. Hal inilah yang dise​but oleh para ahli sebagai constituent power
 yaitu merupakan kewe​nangan yang berada di luar dan sekaligus di atas sistem yang diatur​nya. Oleh karena itu, di lingkungan negara-negara demo​krasi, rak​yatlah yang dianggap menentukan berlakunya suatu konstitusi. 

Dalam hubungan dengan pengertian xe "Konstitusi:‘constituent power’"constituent po​wer tersebut di atas, muncul pula pengertian xe "Konstitusi:‘constituent act’"constituent act. Dalam hubungan ini, konstitusi dianggap sebagai consti​tuent act, bukan produk peraturan legislatif yang biasa (ordinary legislative act). Constituent power menda​hului konstitusi, dan konstitusi mendahului organ pe​me​rin​tahan yang diatur dan dibentuk berdasarkan konstitusi. Seperti dikatakan oleh xe "Bryce"Bryce, konstitusi tertulis meru​pakan
:

“The instrument in which a constitution is embodied proceeds from a source different from that whence spring other laws, is regulated in a different way, and exerts a sovereign force. It is enacted not by the ordinary legislative authority but by some higher and specially empowered body. When any of its provisions conflict with the provisions of the ordinary law, it prevails and the ordinary law must give way”. 

Pengertian xe "Konstitusi:‘constituent power’"constituent power berkaitan pula dengan pengertian hierarki hukum (hierarchy of law). Konstitusi merupakan hukum yang lebih tinggi atau bahkan xe "Konstitusi:hukum paling tinggi"paling tinggi serta paling fundamental sifatnya karena konstitusi itu sendiri merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentuk-bentuk hukum atau peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya. Sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku universal, maka agar peraturan-peraturan yang tingkatannya berada di bawah xe "Konstitusi:Undang-Undang Dasar"Undang-Undang Dasar dapat berlaku dan diberlakukan, peraturan-peraturan itu tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi tersebut. Atas dasar logika demikian itulah maka xe "Konstitusi:Mahkamah Agung Amerika Serikat"Mahkamah Agung Amerika Serikat menganggap dirinya memiliki kewenangan untuk menafsirkan dan menguji materi peraturan produk legislatif (judicial review) terhadap materi konstitusi, meskipun xe "Konstitusi:Konstitusi Amerika"Konstitusi Amerika tidak secara eksplisit memberikan kewenangan demikian kepada xe "Mahkamah Agung"Mahkamah Agung
.

Basis pokok berlakunya konstitusi adalah adanya kesepa​katan umum atau persetujuan (consensus) di antara mayo​ritas rakyat mengenai bangunan yang diidealkan berkenaan dengan negara. Organisasi negara itu diperlukan oleh warga masyarakat politik agar kepentingan mereka bersama dapat dilindungi atau dipromosikan melalui pembentukan dan penggunaan mekanisme yang disebut negara.
 Kata kunci​nya adalah konsensus atau general agreement. 
PEMBAHASAN 
A. Istilah dan Lahirnya Konstitusi Modern
Ada dua kata klasik berkaitan erat dengan pengertian konstitusi saat ini XE "konstitusi" , yaitu, poli​tei XE "politeia" a (Yunani Kuno) dan XE "bahasa Latin"  constitutio (bahasa Latin).
 Keduanya XE "constitutio"  berkaitan dengan kata jus. Kata politeia dari kebu​daya​an Yunani XE "Yunani"  dapat disebut yang paling tua usianya. Pengertiannya mencakup:

All the innumerable characteristics which determine that state XE "state" ’s peculiar nature, and these include its whole economic and social texture as well as matters govern​mental in our narrower modern sense. It is a purely descriptive term, and as inclusive in its meaning as our own use of the word ‘constitution XE "constitution" ’ when we speak gene​rally of a man’s constitution or of the constitu​tion of matter.

Dalam bahasa Yunani XE "Yunani"  Kuno tidak dikenal istilah yang mencerminkan pengertian ka​ta jus ataupun constitutio XE "constitutio"  sebagaimana dalam tra​disi Romawi XE "Romawi"  yang datang kemudian.
 Ke​se​luruhan  sistem berpikir para filosof XE "filosof"  Yunani Kuno, menilai kata constitution XE "constitution"  seperti yang dimaksudkan saat ini. Perkata​an consti​tuti XE "constitutio" o XE "constitution" n di zaman Kekaisaran Romawi (Roman Empire), dalam bentuk bahasa latinnya, mula-mula digunakan se​ba​gai istilah teknis untuk menyebut the acts of legisla​tion by the Empe​ror.
 
Di Inggris, peraturan yang pertama kali dikaitkan dengan istilah konstitusi XE "konstitusi"  adalah “Consti​tutions of Cla​rendon 1164” yang disebut oleh Henry II sebagai const​i​tutions, avitae constitu​tions or leges, a recordatio vel recognition, me​nyangkut hubungan antara gereja dan pemerintahan negara XE "Negara"  di masa pemerintahan kakeknya, yaitu Henry I. Isi peraturan yang disebut sebagai kon​stitus XE "konstitusi" i tersebut masih bersifat eklesiastik, meskipun pemasyarakatannya dila​ku​kan oleh pemerintahan seku​ler. Namun, di masa-masa selanjutnya, istilah constitutio XE "constitutio"  itu sering pula dipertukarkan satu sama lain dengan istilah lex XE "lex"  atau edictum untuk menyebut berbagai secular administrative enactments. Glanvill XE "Glanvill"  sering meng​guna​kan kata constitution XE "constitution"  untuk a royal edict (titah raja atau ratu). Glanvill juga mengaitkan Henry II’s writ creating the remedy by grand assize as ‘legalis is a constitutio’,
 dan menyebut the assize of novel disseisin sebagai a re​cog​nitio sekaligus sebagai a constitutio. 
 

Dari sini, kita dapat memahami pengertian konsti​tus XE "konstitusi" i dalam dua konsepsi. Pertama, konsti​tusi sebagai the natural frame of the state XE "state"  yang dapat ditarik ke belakang dengan mengaitkannya dengan pengertian politeia XE "politeia"  da​lam tradisi Yunani Kuno. Kedua, konstitusi dalam arti jus publicum regni, yaitu the public law of the realm. Ci​cer XE "Ci​cero" o
 dapat disebut sebagai sarjana pertama yang meng​gunakan perkataan constitutio XE "constitutio"  dalam pengertian kedua ini, seperti tergambar dalam bukunya “De Res Pub​lica”. Di lingkungan Kerajaan Romawi XE "Romawi"  (Roman Empire), per​kataan constitutio ini dalam bentuk Latinnya juga dipakai sebagai istilah teknis untuk menyebut the acts of legislation by the Emperor. Menurut Cicero XE "Ci​cero" , “This con​s​ti​tut XE "constitution" ion (haec constitution) has a great measure of equa​bi​lity without which men can hardly remain free for any length of time”.

Perkembangan-perkembangan demikian itu​lah yang pada akhirnya mengantarkan umat ma​nu​sia pada pe​ngertian kata constitution XE "constitution"  itu dalam bahasa Inggris modern. Dalam pengertiannya yang demikian itu, kon​stitusi XE "konstitusi"  selalu dianggap “mendahului” dan “menga​tasi” pemerin​ta​han dan segala keputusan serta peraturan lainnya. Kon​stitusi disebut mendahului, bukan karena urutan waktunya, melainkan dalam sifatnya yang supe​rior dan kewenangannya untuk mengikat. Oleh sebab itu, Charles Howard McIlwain XE "Charles Howard McIlwain"  menjelaskan: 

In fact, the traditional notion of constitu​tionalism before the late eighteenth century was of a set of prin​ciples embodied in the institutions of a nation and neither external to these nor in existence prior to them.

Secara tradisional, sebelum abad ke-18, kon​sti​tu​tionalisme memang selalu dilihat sebagai seperangkat prinsip-prinsip yang tercermin dalam kelembagaan suatu bangsa dan tidak ada yang mengatasinya dari luar serta tidak ada pula yang mendahuluinya.

Perkembangan konstitusi dan konstitusionalisme juga dapat dilacak pada peradaban negara-negara Islam. Ketika bangsa Eropa berada dalam keadaan kegelapan pada abad pertengahan (the dark age), di Timur Tengah XE "Timur Tengah"  tumbuh dan berkembang pesat perada​ban baru di lingkungan penganut ajaran Islam XE "Islam" . Atas penga​ruh Nabi Muhammad SAW, ba​nyak sekali inovasi-inovasi baru dalam kehidupan umat manusia yang di​kembangkan menjadi pen​dorong kemajuan peradaban. Salah satunya ialah penyusunan dan penandatanganan per​setujuan atau perjanjian bersama di antara kelom​pok-kelompok penduduk kota Madinah XE "Madinah"  untuk ber​sama-sama membangun struktur kehidupan ber​sama yang di kemudian hari berkembang men​jadi kehidupan ke​ne​gara​an dalam pengertian modern sekarang. Naskah per​setujuan bersama itulah yang selanjutnya dikenal sebagai Piagam Madinah XE "Piagam Madinah"  (Madinah Charter).
 Piagam Madinah XE "Piagam Madinah"  ini dapat disebut sebagai piagam tertulis pertama dalam sejarah umat manusia yang dapat dibandingkan dengan penger​tian konstitusi XE "konstitusi"  dalam arti modern. 

Para pihak yang mengikatkan diri atau terikat dalam Piagam Madinah XE "Piagam Madinah"  yang berisi per​janjian masya​rakat Madinah XE "Madinah"  (social contract) tahun 622 M ini ada tiga belas kelompok komu​nitas yang secara eksplisit disebut dalam teks Piagam. Ketiga belas komunitas itu adalah (i) kaum Mukminin XE "Mukminin"  dan Muslimin XE "Muslimin"  Muhajirin XE "Muhajirin"  dari suku Quraisy XE "Quraisy"  Mekkah XE "Mekkah" , (ii) Kaum Mukminin dan Muslimin dari Yatsrib, (iii) Kaum Yahudi XE "Yahudi"  dari Banu ‘Awf, (iv) Kaum Yahudi dari Banu Sa’idah, (v) Kaum Yahudi dari Banu al-Hars, (vi) Banu Jusyam, (vii) Kaum Yahudi dari Banu Al-Najjar, (viii) Kaum Yahudi dari Banu ‘Amr ibn ‘Awf, (ix) Banu al-Nabit, (x) Banu al-‘Aws, (xi) Kaum Yahudi dari Banu Sa’labah, (xii) Suku Jafnah dari Banu Sa’labah, dan (xiii) Banu Syuthaybah.

Secara keseluruhan, Piagam Madinah XE "Piagam Madinah"  tersebut berisi 47 pasal. Pasal 1, misalnya, mene​gas​kan prinsip per​satuan dengan menyatakan: “Innahum ummatan wa​hi​datan min duuni al-naas” (Sesungguhnya mereka ada​lah ummat yang satu, lain dari (komunitas) manusia yang lain).
 Dalam Pasal 44 ditegaskan bahwa “Mereka (pa​ra pendukung piagam) bahu membahu dalam meng​ha​dapi penyerang atas kota Yatsrib (Madinah XE "Madinah" )”. Dalam Pasal 24 dinyatakan “Kaum Yahudi XE "Yahudi"  memi​kul biaya ber​sama kaum mukminin selama dalam peperangan”. Pasal 25 menegaskan bahwa “Kaum Yahudi dari Bani ‘Awf ada​lah satu umat dengan kaum mukminin. Bagi kaum Yahudi agama mereka, dan bagi kamu mukminin agama mereka. Juga (kebebasan ini berlaku) bagi sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali bagi yang zalim dan yang jahat. Hal demikian akan merusak diri dan keluarganya sendiri.” Jaminan persamaan dan persatuan dalam kera​ga​man tersebut demi​kian indah dirumuskan dalam Pia​gam ini, sehingga dalam menghadapi musuh yang mung​kin akan menyerang kota Madinah, setiap warga kota di​tentukan harus saling bahu membahu.

Dalam hubungannya dengan perbedaan keimanan dan amalan keagamaan, jelas diten​tu​kan adanya kebeba​san beragama. Bagi orang Yahudi XE "Yahudi"  sesuai dengan agama mereka, dan bagi kaum mukminin sesuai dengan agama mereka pula. Prinsip kebersamaan ini bahkan lebih tegas dari rumusan al-Quran XE "al-Quran"  mengenai prinsip lakum diinu​kum walya diin (bagimu agamamu, dan bagiku agama​ku) yang menggunakan perkataan “aku” atau “kami” ver​sus “kamu”. Dalam piagam digunakan perkataan mere​ka, baik bagi orang Yahudi maupun bagi kalangan mukminin dalam jarak yang sama dengan Nabi. HalH

Selanjutnya, pasal terakhir, yaitu Pasal 47 berisi ketentuan penutup yang dalam bahasa Indonesianya adalah: 

Sesungguhnya piagam ini tidak membela orang zalim dan khianat. Orang yang keluar (bepergian) aman, dan orang yang berada di Madinah XE "Madinah"  aman, kecuali orang yang zalim dan khianat. Allah adalah penjamin orang yang berbuat baik dan taqwa. (tertanda Muhammad Rasulul​lah SAW).

Dapat dikatakan bahwa lahirnya Piagam Madinah XE "Piagam Madinah"  pada abad ke 7 M itu merupakan inovasi yang paling pen​ting selama abad-abad pertenga​han yang memulai suatu tradisi baru adanya perjanjian bersama di antara kelompok-kelompok masyarakat untuk bernegara de​ngan naskah per​janjian yang dituangkan dalam bentuk yang ter​tulis. Piagam Madinah XE "Madinah"  ini dapat disebut sebagai konstitusi XE "konstitusi"  tetulis pertama dalam sejarah umat manusia, meskipun dalam pengertiannya sebagai konstitusi mo​dern yang dikenal dewasa ini, Konstitusi XE "Konstitusi"  Amerika XE "Amerika"  Serikat XE "Amerika Serikat"  tahun 1787-lah yang pada umumnya dianggap sebagai konstitusi ter​tulis pertama. Peristiwa penandatangan Pia​gam Madina XE "Piagam Madinah" h itu dicatat oleh banyak ahli sebagai per​kembangan yang paling modern di zamannya, sehingga mempengaruhi berbagai tradisi kene​gara​an yang ber​kembang di kawasan yang dipe​ngaruhi oleh peradaban Islam XE "Islam"  di kemudian hari. Bahkan pada masa setelah Nabi Muhammad SAW wafat, kepemimpinan dilanjutkan oleh empat khalifah pertama yang biasa dikenal dengan se​bu​tan Khalifatu al-Rasyidin XE "Khalifatu al-Rasyidin" , yaitu Abubakar XE "Abubakar" , Umar ibn Khat​ta XE "Umar ibn Khat​tab" b, Utsman ibn Affa XE "Utsman ibn Affan" n, dan Ali ibn Abi Thalib XE "Ali ibn Abi Thalib" .
B. Konstitusi Baru Indonesia
Pertama kali Indonesia memiliki konstitusi pada tanggal 18 Agustus 1945. Selanjutnya diganti oleh Konstitusi RIS 1949. Kemudian beralih Ke UUDS 1950 dan berakhir setelah dikeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Sejak itu UUD 1945 berlaku kembali sampai mengalami perubahan dimulai tahun 1999. Perubahan UUD 1945 dilakukan secara bertahap dan menjadi salah satu agenda Sidang MPR dari 1999 hingga 2002
. Salah satu prinsip dasar yang mendapatkan penegasan dalam perubahan UUD 1945 adalah prinsip negara hukum, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945
 yang menyatakan bahwa ‘Negara Indonesia adalah negara hukum’. Bahkan secara historis negara hukum (Rechtsstaat) adalah negara yang diidealkan oleh para pendiri bangsa sebagaimana dituangkan dalam penjelasan umum UUD 1945 sebelum perubahan tentang sistem pemerintahan negara yang menyatakan bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (Machtsstaat)
. 
Ide negara hukum sesungguhnya telah lama dikembangkan oleh para filsuf dari zaman Yunani Kuno. Plato, dalam bukunya “the Statesman” dan “the Law”  menyatakan bahwa negara hukum merupakan bentuk paling baik kedua (the second best) guna mencegah kemerosotan kekuasaan. Konsep negara hukum modern di Eropa Kontinental dikembangkan dengan menggunakan istilah Jerman yaitu “rechtsstaat” antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika konsep negara hukum dikembangkan dengan sebutan “The Rule of Law” yang dipelopori oleh A.V. Dicey. Selain itu, konsep negara hukum juga terkait dengan istilah nomokrasi (nomocratie) yang berarti bahwa penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan negara adalah hukum. 

Prinsip-prinsip negara hukum senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta semakin kompleksnya kehidupan masyarakat di era global, menuntut pengembangan prinsip-prinsip negara hukum. Dua isu pokok yang senantiasa menjadi inspirasi perkembangan prinsip-prinsip negara hukum adalah masalah pembatasan kekuasaan dan perlindungan HAM. Saat ini, paling tidak dapat dikatakan terdapat dua belas prinsip negara hukum, yaitu Supremasi Konstitusi (supremacy of law), Persamaan dalam Hukum (equality before the law), Asas Legalitas (due process of law), Pembatasan Kekuasaan (limitation of power), Organ Pemerintahan yang Independen, Peradilan yang Bebas dan Tidak Memihak (independent and impartial judiciary), Peradilan Tata Usaha Negara (administrative court), Peradilan Tata Negara (constitutional court), Perlindungan Hak Asasi Manusia, Bersifat Demokratis (democratische-rehtsstaats), Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (Welfare Rechtsstaat), serta Transparansi dan Kontrol Sosial.

Segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tersebut harus ada dan berlaku terlebih dulu atau mendahului perbuatan yang dilakukan. Dengan demikian, setiap perbuatan administratif harus didasarkan atas aturan atau rules and procedures. Namun demikian, prinsip supremasi hukum selalu diiringi dengan dianut dan dipraktikkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan masyarakat. Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan/atau hanya untuk kepentingan penguasa. Hukum tidak dimaksudkan untuk hanya menjamin kepentingan beberapa orang yang berkuasa, melainkan menjamin kepentingan keadilan bagi semua orang. Dengan demikian negara hukum yang dikembangkan bukan absolute rechtsstaat, melainkan democratische rechtsstaat.

Berdasarkan prinsip negara hukum, sesungguhnya yang memerintah adalah hukum, bukan manusia. Hukum dimaknai sebagai kesatuan hirarkis tatanan norma hukum yang berpuncak pada konstitusi. Hal ini berarti bahwa dalam sebuah negara hukum menghendaki adanya supremasi konstitusi. Supremasi konstitusi disamping merupakan konsekuensi dari konsep negara hukum, sekaligus merupakan pelaksanaan demokrasi karena konstitusi adalah wujud perjanjian sosial tertinggi.

Oleh karena itu, aturan-aturan dasar konstitusional harus menjadi dasar dan dilaksanakan melalui peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan negara dan kehidupan masyarakat. Dengan demikian, perubahan UUD 1945 yang bersifat mendasar tentu saja berpengaruh terhadap sistem dan materi peraturan perundang-undangan yang telah ada. Perubahan UUD 1945 membawa implikasi terhadap jenis peraturan perundangan-undangan serta materi muatannya. Adanya perubahan UUD 1945 tentu menghendaki adanya perubahan sistem peraturan perundang-undangan, serta penyesuaian materi muatan berbagai peraturan perundang-undangan yang telah ada dan berlaku.

Sebagai wujud perjanjian sosial tertinggi
, konstitusi memuat cita-cita yang akan dicapai dengan pembentukan negara dan prinsip-prinsip dasar pencapaian cita-cita tersebut. UUD 1945 sebagai konstitusi bangsa Indonesia merupakan dokumen hukum dan dokumen politik yang memuat cita-cita, dasar-dasar, dan prinsip-prinsip penyelenggaraan kehidupan nasional.
 Pasal II Aturan Tambahan UUD 1945 menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal
. Pembukaan dan pasal-pasal adalah satu kesatuan norma-norma konstitusi yang supreme dalam tata hukum nasional (national legal order).

Cita-cita pembentukan negara kita kenal dengan istilah tujuan nasional yang tertuang dalam alenia keempat Pembukaan UUD 1945, yaitu (a) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (b) memajukan kesejahteraan umum; (c) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (d) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Cita-cita tersebut akan dilaksanakan dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berdiri di atas lima dasar yaitu Pancasila sebagaimana juga dicantumkan dalam alenia keempat Pembukaan UUD 1945. 

Untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan Pancasila, UUD 1945 memberi kerangka susunan kehidupan berbangsa dan bernegara. Norma-norma dalam UUD 1945, tidak hanya mengatur kehidupan politik, tetapi juga kehidupan ekonomi dan sosial. Maka UUD 1945 merupakan konstitusi politik, konstitusi ekonomi, dan konstitusi sosial yang harus menjadi acuan dan landasan secara politik, ekonomi, dan sosial, baik oleh negara (state), masyarakat (civil society), ataupun pasar (market). 

Sebagai konstitusi politik, UUD 1945 mengatur masalah susunan kenegaraan, hubungan antara lembaga-lembaga negara, dan hubungannya dengan warga negara. Hal ini misalnya diatur dalam Bab I tentang Bentuk Kedaulatan, Bab II tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara, Bab V tentang Kementerian Negara, Bab  VI tentang Pemerintah Daerah, Bab VII tentang Dewan Perwakilan Rakyat, Bab VIIA tentang Dewan Perwakilan Daerah, Bab VIIB tentang Pemilu, Bab VIII tentang Hal Keuangan, Bab VIIIA tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman, Bab IX tentang Wilayah Negara, Bab X tentang Warga Negara Dan Penduduk khususnya Pasal 26, Bab XA tentang Hak Asasi Manusia khususnya Pasal 28I ayat (5), Bab XII tentang Pertahanan Dan Keamanan Negara, Bab XV tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan, Bab XVI tentang Perubahan UUD, Aturan Peralihan, dan Aturan Tambahan.

Undang Undang Dasar 1945 disebut juga konstitusi ekonomi, mengatur bagaimana sistem perekonomian nasional seharusnya disusun dan dikembangkan. Ketentuan utama UUD 1945 tentang sistem perekonomian nasional dimuat dalam Bab XIV Pasal 33.
 Undang Undang Dasar 1945 juga sebagai konstitusi sosial, yakni dalam Bab X tentang Warga Negara Dan Penduduk khususnya Pasal 27 dan Pasal 28, Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, Bab XIII tentang Pendidikan Dan Kebudayaan, dan Bab XIV tentang Perekonomian Nasional Dan Kesejahteraan Rakyat khususnya Pasal 34.

PENUTUP
Konstitusi menempati posisi yang sangat penting dalam perkembangan kehidupan bernegara. Pengertian dan materi muatan konstitusi berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia dan organisasi kenegaraan. Dengan meneliti dan mengkaji konstitusi, dapat diketahui prinsip-prinsip dasar kehidupan bersama dan penyelenggaraan negara serta struktur organisasi suatu negara tertentu. Bahkan nilai-nilai konstitusi dapat dikatakan mewakili tingkat peradaban suatu bangsa.
Awal peradaban umat manusia dapat dilihat dalam Piagam Madinah, sehingga XE "Piagam Madinah"  ini dapat disebut sebagai piagam tertulis pertama dalam sejarah umat manusia yang dapat dibandingkan dengan penger​tian konstitusi XE "konstitusi"  dalam arti modern. Piagam ini dibuat atas persetujuan bersama antara Nabi Muhammad SAW dengan wakil-wakil pen​du​duk kota Madinah XE "Madinah"  tak lama setelah beliau hijrah dari Mekkah XE "Mekkah"  ke Yastrib XE "Yastrib" , nama kota Madinah sebelum​nya, pa​da tahun 622 M. Para ahli menyebut Piagam Madinah ter​​sebut dengan berbagai macam istilah yang berlainan satu sama lain.
Seperti halnya konstitusi Madinah, Kontitusi Indonesia pun mengikat segenap lembaga negara dan seluruh warga negara. Oleh karena itu, yang menjadi pelaksana konstitusi adalah semua lembaga negara dan segenap warga negara sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana diatur dalam UUD 1945. 

Diperlukan adanya budaya sadar berkonstitusi. Untuk menumbuhkan budaya sadar berkonstitusi diperlukan pemahaman terhadap nilai-nilai dan norma-norma dasar yang menjadi materi muatan konstitusi. Pemahaman tersebut menjadi dasar bagi masyarakat untuk dapat selalu menjadikan konstitusi sebagai rujukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
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